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ABSTRACT

This article explores the role of Islamic microeconomic models as a viable alternative to conventional
economic systems, particularly in addressing issues of inequality and unsustainable practices. It identifies
unresolved questions regarding how the principles of Islamic microeconomics contribute to a sustainable
and equitable economy, arguing that these models—rooted in principles such as justice, the prohibition
of interest (riba), and wealth redistribution mechanisms like zakat—offer an ethical and sustainable
framework for economic practices. Through a detailed examination of core principles, wealth
redistribution instruments, and Islamic financial mechanisms, the article demonstrates how these
elements promote equity and prevent exploitative behavior. Furthermore, it responds to critiques
concerning the scalability and adaptability of these models within modern economies, ultimately
affirming that the principles of Islamic microeconomics can significantly reduce global economic
disparities and foster a more just future.
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ABSTRAK

Dalam artikel ini mengeksplorasi peran model ekonomi mikro Islam sebagai alternatif yang layak bagi
sistem ekonomi konvensional, khususnya dalam mengatasi masalah ketimpangan dan praktik yang tidak
berkelanjutan. Saya mengidentifikasi pertanyaan yang belum terjawab tentang bagaimana
prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,
dengan berargumen bahwa model-model ini yang berakar pada prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan
bunga (riba), dan mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat menyajikan kerangka kerja yang
berkelanjutan dan etis untuk praktik ekonomi. Melalui pemeriksaan terperinci terhadap prinsip-prinsip
inti, instrumen redistribusi kekayaan, dan mekanisme keuangan Islam, saya menunjukkan bagaimana
elemen-elemen ini mendorong kesetaraan dan mencegah perilaku eksploitatif. Lebih lanjut, saya
menanggapi kritik mengenai skalabilitas dan adaptabilitas model-model ini dalam ekonomi modern,
yang pada akhirnya menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dapat secara signifikan
mengurangi kesenjangan ekonomi global dan mendorong masa depan yang lebih adil.

Kata Kunci: Ekonomi Mikro Islam, Pertumbuhan Berkelanjutan, Redistribusi Kekayaan, Ekuitas
Ekonomi, Keuangan Etis.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian global merupakan sistem kompleks yang dibentuk oleh beragam
ideologi dan teori, yang masing-masing berupaya memenuhi tuntutan pertumbuhan,
pemerataan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, model-model ekonomi mikro Islam telah
muncul sebagai alternatif bagi kerangka ekonomi konvensional. Model-model ini menghadirkan
perspektif unik dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral ke dalam praktik ekonomi,
menawarkan solusi atas isu-isu seperti ketimpangan, degradasi lingkungan, dan perilaku
keuangan vyang tidak berkelanjutan. Kebangkitan ekonomi mikro Islam mencerminkan
meningkatnya ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi tradisional, yang seringkali
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mengutamakan maksimalisasi keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Pendahuluan ini mengeksplorasi signifikansi prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam,
mengkontekstualisasikan kemunculannya, dan menyiapkan landasan untuk membahas
potensinya sebagai kerangka kerja yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi pembangunan
ekonomi.

Model-model ekonomi mikro Islam telah mendapatkan daya tarik sebagai respons
terhadap kekurangan-kekurangan sistem ekonomi konvensional. Kerangka kerja ekonomi
tradisional, yang seringkali berakar pada ideologi kapitalis, telah dikritik karena berkontribusi
terhadap ketimpangan pendapatan, eksploitasi sumber daya, dan praktik-praktik yang tidak
berkelanjutan. Krisis keuangan global 2008, misalnya, mengungkap kerentanan pasar keuangan
yang tidak teregulasi dan praktik-praktik spekulatif, yang mendorong para ekonom untuk
mencari pendekatan alternatif (Tuli & Dua, 2025). Dalam upaya ini, ekonomi mikro Islam telah
muncul sebagai jalan yang menjanjikan, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan
(‘adl), kerjasama timbal balik, dan redistribusi kekayaan.

Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi mikro Islam berakar kuat pada ajaran
etika Islam, yang mengutamakan kesejahteraan manusia dan keharmonisan masyarakat di atas
keuntungan materi. Sebagaimana dikemukakan Tuli dan Dua (2025), kerangka kerja ini
mempersempit cakupan aktivitas ekonomi dengan mengintegrasikan imperatif moral ke dalam
proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam menawarkan jalur
praktis untuk mengatasi tantangan global yang mendesak, seperti kemiskinan, ketimpangan,
dan keberlanjutan lingkungan.

Hafizd, Janwari, dan Jubaedah (2025) menyoroti sintesis ekonomi konvensional dan
Islam sebagai solusi potensial untuk dilema ini. Mereka berpendapat bahwa dengan
mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur ekonomi yang ada, keseimbangan antara
pertimbangan etika dan efisiensi ekonomi dapat dicapai. Sintesis ini merupakan jalan yang
menjanjikan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab tentang bagaimana
prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dapat berkontribusi pada perekonomian vyang
berkelanjutan dan berkeadilan.

Choudhury (2020) menekankan fondasi moral dan etika ekonomi Islam, dengan
menyatakan bahwa ekonomi Islam melampaui dikotomi konvensional studi ekonomi mikro dan
makro. Fondasi ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mengembangkan praktik
ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai sosial. Dengan berfokus pada keharusan
etis, ekonomi mikro Islam menantang sifat sistem konvensional yang berorientasi pada
keuntungan, menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dan manusiawi terhadap
pembangunan ekonomi.

Tesis diskusi ini menyatakan bahwa model-model ekonomi mikro Islam, yang berakar
pada prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan bunga, dan redistribusi kekayaan, menyediakan
alternatif yang berkelanjutan dan etis bagi sistem ekonomi konvensional. Tesis ini didukung
oleh tiga klaim utama: (1) prinsip-prinsip inti ekonomi mikro Islam mendorong pemerataan dan
keadilan, (2) mekanisme redistribusi kekayaan mengatasi ketimpangan ekonomi, dan (3)
keuangan Islam menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menghindari risiko
dan spekulasi yang berlebihan.

Untuk memahami secara menyeluruh pentingnya model ekonomi mikro Islam, perlu
terlebih dahulu dijelaskan konsep-konsep kunci yang menjadi dasar kerangka pemikirannya.
Beberapa konsep utama tersebut meliputi “model ekonomi mikro Islam”, “riba”, dan “zakat”,
yang masing-masing memiliki peran strategis dalam membentuk dimensi teoritis maupun
praktis dari sistem ekonomi Islam.

Model ekonomi mikro Islam sendiri merujuk pada kerangka aktivitas ekonomi yang
berlandaskan ajaran dan etika Islam. Model ini menekankan nilai-nilai seperti keadilan, gotong
royong, dan kesejahteraan sosial, serta mengintegrasikan prinsip moral dalam proses
pengambilan keputusan (Mobin & Ahmad, 2017). Dengan demikian, model ini berupaya

383



Budiman dkk., DEMAND, 2 (2) 2025: 382-394
e,

menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan pertimbangan etika untuk menghasilkan
pendekatan pembangunan yang lebih holistik.

Salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam adalah riba atau bunga, yang secara
tegas dilarang karena dianggap bersifat eksploitatif. Larangan riba bertujuan mencegah praktik
pinjam-meminjam yang merugikan salah satu pihak, mendorong keadilan dalam transaksi
keuangan, serta mengurangi risiko sistemik. Sebagaimana dijelaskan oleh Taner (2025), prinsip
ini menantang fondasi keuangan konvensional sekaligus mendorong perilaku ekonomi yang
lebih etis dan berkelanjutan.

Selain itu, zakat merupakan elemen fundamental dalam mekanisme redistribusi
kekayaan. Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, zakat berfungsi
membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan
meningkatkan kesejahteraan sosial. Zulhilmi (2024) menegaskan bahwa zakat memiliki
kontribusi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi baik pada tingkat makro maupun mikro,
sehingga berperan besar dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

Landasan teoritis ekonomi mikro Islam didasarkan pada ajaran etika Islam, yang
mengutamakan kesejahteraan manusia dan keharmonisan masyarakat. Landasan ini
membedakan ekonomi Islam dari kerangka kerja konvensional, menawarkan perspektif unik
tentang aktivitas ekonomi. Pratiwi (2016) berpendapat bahwa kegiatan pembangunan ekonomi
berkelanjutan dalam ekonomi mikro Islam sangat terikat pada aturan-aturan Islam, yang
membatasi praktik-praktik umum seperti pinjaman berbasis bunga dan investasi spekulatif.
Pembatasan ini, meskipun menantang, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk
mendorong perilaku etis dan mengurangi risiko sistemik.

Furgani, Adnan, dan Mulyany (2020) lebih lanjut menekankan wawasan kreatif yang
bersumber dari semangat Islam, yang dapat diterapkan pada aktivitas ekonomi. Mereka
berpendapat bahwa dengan mengintegrasikan pertimbangan etis ke dalam proses
pengambilan keputusan, ekonomi mikro Islam menawarkan pendekatan pembangunan yang
lebih realistis dan manusiawi. Perspektif ini menantang sifat sistem konvensional yang
berorientasi pada keuntungan, dengan menganjurkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi praktis ekonomi mikro Islam terlihat jelas dalam penekanannya pada
redistribusi kekayaan, keuangan yang etis, dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, konsep
wakaf berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan sosial. Dengan menyalurkan sumber daya untuk pembangunan masyarakat,
wakaf berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan (Hassan &
Choudhury, 2019).

Avdukic (2016) menyoroti pentingnya landasan teoritis yang kuat dalam ekonomi
Islam, dengan menyatakan bahwa landasan tersebut menyediakan dasar untuk
mengembangkan solusi praktis bagi tantangan ekonomi. Landasan ini memungkinkan integrasi
prinsip-prinsip Islam ke dalam struktur ekonomi yang ada, sehingga menawarkan jalur untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan mengatasi isu-isu mendesak seperti
ketimpangan, kemiskinan, dan degradasi lingkungan, ekonomi mikro Islam menunjukkan
potensinya sebagai kerangka kerja yang layak dan etis bagi kegiatan ekonomi.

Kesimpulannya, model-model ekonomi mikro Islam menawarkan alternatif yang
menjanjikan bagi sistem ekonomi konvensional, dengan mengatasi tantangan ketimpangan,
praktik-praktik yang tidak berkelanjutan, dan risiko sistemik. Berakar pada prinsip-prinsip
seperti keadilan, larangan bunga, dan redistribusi kekayaan, model-model ini menyediakan
kerangka kerja yang berkelanjutan dan etis bagi aktivitas ekonomi. Dengan mengintegrasikan
imperatif moral ke dalam proses pengambilan keputusan, ekonomi mikro Islam menantang
sifat sistem tradisional yang berorientasi pada keuntungan, mengadvokasi keseimbangan
antara efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penekanannya pada keuangan
yang etis, redistribusi kekayaan, dan pembangunan berkelanjutan, ekonomi mikro Islam
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menunjukkan potensinya sebagai pendekatan yang layak dan adil terhadap aktivitas ekonomi.
Seiring ekonomi global terus menghadapi tantangan yang mendesak, eksplorasi dan adopsi
prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dapat membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan
berkelanjutan.

Model ekonomi mikro Islam menawarkan kerangka kerja alternatif bagi sistem
ekonomi konvensional, dengan menekankan praktik etis dan berkelanjutan yang berakar pada
prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan model tradisional yang utamanya didorong oleh
maksimalisasi keuntungan dan persaingan, ekonomi mikro Islam mengintegrasikan nilai-nilai
moral dengan kegiatan ekonomi, memastikan keadilan, kesetaraan, dan kerjasama timbal balik.
Pendekatan ini menantang praktik eksploitatif dan mendorong transaksi keuangan yang adil,
sehingga mendorong lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pada bagian
ini, kami akan mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro Islam, menganalisis
dampaknya terhadap transaksi ekonomi, dan menjawab kritik terkait potensi keterbatasannya
dalam sistem keuangan modern.

Inti dari ekonomi mikro Islam adalah prinsip-prinsip keadilan (‘adl), gotong royong, dan
larangan riba (bunga). Prinsip-prinsip ini menjadi tulang punggung kerangka ekonomi Islam,
yang memandu perilaku individu dan lembaga dalam transaksi keuangan mereka.

2. METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis untuk
menelaah fondasi teoritis, instrumen praktis, serta bukti empiris terkait penerapan model
ekonomi mikro Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan eksplorasi mendalam
terhadap konsep-konsep normatif yang melekat dalam ekonomi Islam sekaligus mengevaluasi
implementasi praktisnya pada berbagai konteks sosial dan kelembagaan. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya menghimpun sumber referensi, tetapi juga mengorganisasikannya
dalam kerangka analitis yang terstruktur untuk memetakan kontribusi ekonomi mikro Islam
secara komprehensif.

2.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur akademik yang kredibel,
relevan, dan berkontribusi langsung terhadap pemahaman mengenai ekonomi mikro Islam.
Literatur yang digunakan terdiri atas tiga kelompok utama.

Kelompok pertama mencakup buku-buku akademik yang membahas ekonomi Islam
dan dimensi moralitas ekonomi. Literatur ini memberikan landasan filosofis mengenai prinsip
keadilan, nilai kolektivitas, dan orientasi maqasid al-shariah sebagai pondasi normatif bagi
praktik ekonomi mikro Islam.

Kelompok kedua meliputi artikel jurnal internasional yang mengkaji instrumen
keuangan Islam seperti zakat, wakaf, model inklusi keuangan, dan mekanisme redistribusi
kekayaan. Kajian empiris dalam kelompok ini menggambarkan bagaimana instrumen keuangan
Islam diterapkan di berbagai negara serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan
sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kelompok ketiga terdiri atas studi komparatif yang menyoroti perbedaan mendasar
antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, mencakup perbedaan prinsip operasional,
struktur pembiayaan, serta konsekuensi sistemik bagi stabilitas ekonomi. Literatur ini
memberikan pijakan untuk memahami posisi ekonomi mikro Islam dalam lanskap ekonomi
global serta memetakan keunggulan, tantangan, dan potensi integrasinya dalam sistem
ekonomi modern.

Keseluruhan sumber dipilih melalui proses kurasi yang mempertimbangkan kualitas
publikasi, relevansi tematik, dan signifikansinya dalam memperkuat pemahaman mengenai
model ekonomi mikro Islam.
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2.2 Prosedur Analisis

Prosedur analisis dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui tiga langkah inti.

1. Identifikasi konsep dasar

Tahap ini diawali dengan mengidentifikasi konsep-konsep fundamental dalam ekonomi
mikro Islam, seperti prinsip keadilan, larangan riba, penghindaran gharar, serta mekanisme
redistribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan sedekah. Identifikasi konsep dilakukan untuk
membangun kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam proses kategorisasi literatur.

2. Koding tematik

Seluruh literatur yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik
koding tematik dengan tujuan mengelompokkan temuan ke dalam tiga tema utama yang
relevan. Tema pertama berfokus pada prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro Islam, yang
mencakup etika transaksi, nilai kolektivitas, serta landasan syariah yang menjadi fondasi
normatif dalam setiap aktivitas ekonomi. Tema kedua menyoroti mekanisme redistribusi
kekayaan melalui instrumen sosial-ekonomi yang berperan dalam mengurangi ketimpangan,
seperti zakat, wakaf, dan bentuk-bentuk filantropi lainnya. Tema ketiga berkaitan dengan
prinsip pembagian risiko dan penghindaran spekulasi, termasuk model keuangan berbasis
ekuitas dan larangan praktik spekulatif yang dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
Melalui koding tematik ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola berulang, memetakan
hubungan antar konsep, serta menemukan kesenjangan dalam literatur yang membutuhkan
pendalaman lebih lanjut. Pendekatan ini juga membantu memastikan bahwa analisis yang
dilakukan bersifat komprehensif dan mampu menangkap kompleksitas gagasan vyang
berkembang dalam kajian ekonomi mikro Islam.

3. Sintesis naratif

Tahap akhir berupa penyusunan sintesis naratif untuk mengintegrasikan berbagai
temuan dalam kerangka yang kohesif. Sintesis ini tidak hanya menggabungkan hasil identifikasi
dan koding, tetapi juga mengevaluasi kontribusi model ekonomi mikro Islam terhadap
keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial. Pendekatan naratif ini menghasilkan pemahaman
komprehensif mengenai dampak normatif dan praktis dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi
Islam di berbagai konteks.

Pendekatan metodologis yang komprehensif ini memungkinkan hubungan yang jelas
antara teori ekonomi Islam, kerangka hukum syariah, dan bukti implementatif dari berbagai
negara, sehingga menghasilkan analisis yang relevan baik dalam konteks akademik maupun
praktik kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam Islam dan memainkan peran krusial
dalam membentuk kebijakan ekonomi. Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya keadilan
dalam segala aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Keadilan dalam ekonomi mikro
Islam mensyaratkan distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata, memastikan tidak ada
individu atau kelompok yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil. Menurut Tuli dan
Dua (2025), keadilan dalam ekonomi Islam melampaui kepatuhan hukum dan mencakup
pertimbangan etika, memastikan bahwa praktik ekonomi selaras dengan nilai-nilai moral dan
agama. Prinsip ini mencegah eksploitasi dan mendorong transparansi, sehingga menciptakan
kondisi yang setara bagi semua pelaku ekonomi.

3.2. Kerja Sama Timbal Balik

Ekonomi mikro Islam menganjurkan kerjasama timbal balik antar individu dan lembaga,
yang menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Khalidin (2024)
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menekankan bahwa kerja sama timbal balik mendorong praktik investasi yang etis dan
memperkuat ikatan sosial, yang berkontribusi pada sistem ekonomi yang lebih tangguh.
Dengan memprioritaskan kesejahteraan kolektif di atas keuntungan individu, prinsip ini
memastikan bahwa kegiatan ekonomi melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Misalnya, kemitraan dan usaha patungan dalam keuangan Islam merupakan contoh kerja sama
timbal balik, yang memungkinkan para pihak untuk berbagi risiko dan imbalan secara adil.

3.3. Larangan Riba

Larangan riba, atau bunga, merupakan salah satu ciri khas ekonomi mikro Islam. Riba
dipandang eksploitatif dan tidak adil, karena memungkinkan pemberi pinjaman mengambil
keuntungan dengan mengorbankan peminjam, yang seringkali menyebabkan ketimpangan
ekonomi dan kerusakan sosial. Zulhilmi (2024) menjelaskan bahwa larangan riba berakar pada
keyakinan Islam bahwa kekayaan seharusnya diperoleh melalui kegiatan produktif, alih-alih
akumulasi pasif. Dengan menghilangkan transaksi berbasis bunga, ekonomi mikro Islam
mendorong pembagian risiko dan investasi dalam aset riil, sehingga mendorong pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan.

Model bagi hasil, seperti mudharabah (kemitraan) dan musyarakah (usaha patungan),
merupakan contoh penerapan keadilan dan kerja sama timbal balik dalam keuangan Islam.
Model-model ini mengharuskan para pihak untuk berbagi risiko dan imbalan secara adil,
memastikan tidak ada yang diuntungkan dengan mengorbankan yang lain. Pratiwi (2016)
mencatat bahwa mekanisme ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga
mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan dan praktik tidak etis.

Pedoman investasi etis semakin memperkuat prinsip keadilan dengan melarang
investasi dalam industri atau aktivitas yang dianggap merugikan atau tidak etis, seperti
perjudian, alkohol, dan tembakau. Furgani, Adnan, dan Mulyany (2020) berpendapat bahwa
pembatasan ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi selaras dengan nilai-nilai sosial dan
berkontribusi pada kebaikan bersama. Dengan mengutamakan pertimbangan etika, ekonomi
mikro Islam mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan mencegah
perilaku mencari keuntungan jangka pendek.

Program-program kesejahteraan sosial, seperti zakat dan wakaf, memainkan peran
penting dalam redistribusi kekayaan dan penanggulangan kemiskinan. Mekanisme - mekanisme
ini mencerminkan prinsip gotong royong, yang memastikan alokasi sumber daya bagi mereka
yang membutuhkan. Choudhury (2020) menekankan bahwa program - program ini tidak hanya
mendorong keadilan sosial tetapi juga memperkuat ikatan komunitas, sehingga mendorong
sistem ekonomi yang lebih inklusif.

Ekonomi mikro Islam secara aktif menghambat praktik eksploitatif yang merusak
keadilan dan kesetaraan. Larangan riba adalah contoh utama, karena menghilangkan transaksi
berbasis bunga yang seringkali menyebabkan kesulitan keuangan dan ketimpangan. Hafizd,
Janwari, dan Jubaedah (2025) menyoroti bahwa larangan riba mendorong metode pembiayaan
alternatif, seperti model berbasis ekuitas, yang mendorong pembagian risiko dan stabilitas
ekonomi.

Selain itu, ekonomi mikro Islam melarang investasi gharar (ketidakpastian yang
berlebihan) dan haram (tidak etis), yang selanjutnya melindungi dari eksploitasi. Abbas dan
Aravossis (2024) menjelaskan bahwa pembatasan ini memastikan transparansi kegiatan
ekonomi dan bebas dari risiko yang tidak semestinya, sehingga melindungi individu dan
lembaga dari potensi kerugian. Dengan menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas, ekonomi
mikro Islam menciptakan lingkungan dimana transaksi ekonomi dilakukan secara adil dan etis.

Salah satu kritik umum adalah bahwa larangan riba membatasi akses terhadap metode
pembiayaan konvensional, seperti pinjaman dan kredit, yang penting bagi pembangunan
ekonomi. Avdukic (2016) mengakui kekhawatiran ini tetapi membantah bahwa keuangan Islam
menawarkan alternatif yang layak, seperti model bagi hasil dan sukuk (obligasi Islam), yang
menyediakan pendanaan tanpa mengorbankan nilai-nilai etika. Alternatif-alternatif ini tidak
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hanya mendorong pertumbuhan berkelanjutan tetapi juga mengurangi risiko krisis keuangan
yang terkait dengan utang yang berlebihan.

Kritik lainnya adalah bahwa penekanan pada pertimbangan etika dapat membatasi
cakupan peluang investasi, yang berpotensi mengurangi profitabilitas. Chapra (2016)
menanggapi argumen ini dengan menyoroti manfaat jangka panjang dari investasi etis, yang
berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dengan memprioritaskan
keberlanjutan daripada keuntungan jangka pendek, ekonomi mikro Islam menyelaraskan
kegiatan ekonomi dengan kepentingan masyarakat, sehingga mendorong sistem ekonomi yang
lebih tangguh.

Akhirnya, beberapa kritikus berpendapat bahwa prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam
mungkin sulit diterapkan di pasar global yang beragam dan kompleks. Namun, Hafizd, Janwari,
dan Jubaedah (2025) memberikan bukti contoh implementasi yang sukses, seperti bank dan
lembaga keuangan Islam, yang telah menunjukkan kelayakan prinsip-prinsip ini dalam berbagai
konteks. Contoh-contoh ini menggambarkan bahwa ekonomi mikro Islam dapat beradaptasi
dengan tantangan modern sambil tetap mempertahankan landasan etikanya.

Salah satu manfaat utamanya adalah mendorong keadilan sosial melalui redistribusi
kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Ekonomi mikro Islam memastikan bahwa sumber daya
dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan
mendorong kohesi sosial. Tuli dan Dua (2025) berpendapat bahwa mekanisme ini tidak hanya
meningkatkan stabilitas ekonomi tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih inklusif.

Manfaat lainnya adalah penekanan pada pertumbuhan berkelanjutan, yang
menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan tujuan lingkungan dan sosial. Khalidin (2024)
menekankan bahwa keuangan Islam mencegah pengambilan risiko yang berlebihan dan
perilaku spekulatif, sehingga mendorong stabilitas dan ketahanan di pasar keuangan. Dengan
mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ekonomi mikro Islam
memastikan bahwa kegiatan ekonomi berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dalam
jangka panjang.

Akhirnya, fondasi etika ekonomi mikro Islam memperkuat kepercayaan dan
akuntabilitas dalam transaksi ekonomi, menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu
dan lembaga untuk berkembang. Zulhilmi (2024) mencatat bahwa kepercayaan ini mendorong
kolaborasi dan inovasi, mendorong kemajuan ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai etika.

3.4. Mekanisme Redistribusi Kekayaan

Mekanisme redistribusi kekayaan merupakan landasan model ekonomi mikro Islam,
yang dicirikan oleh pendekatan etis dan praktisnya dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.
Mekanisme ini mencakup zakat (sedekah wajib), wakaf (wakaf), dan sedekah sukarela (amal
sukarela), yang secara kolektif bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kekayaan dan
mendorong kesejahteraan sosial.

Zakat, salah satu dari lima rukun Islam, merupakan pajak kekayaan wajib yang dibebankan
kepada umat Muslim yang memenuhi syarat. Tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mendistribusikan kembali kekayaan
dari orang kaya kepada mereka yang membutuhkan. Menurut Tuli dan Dua (2025), zakat
dihitung sebagai persentase tetap (biasanya 2,5%) dari surplus kekayaan seseorang, yang
mencakup tabungan, investasi, dan aset lainnya. Praktik ini memastikan bahwa kekayaan tidak
terakumulasi secara berlebihan di kalangan orang kaya sekaligus memenuhi kebutuhan dasar
kelompok marginal.

Landasan teoritis zakat terletak pada upaya mewujudkan keadilan ekonomi (‘adl) dan
kesejahteraan kolektif. Sebagaimana dijelaskan Hafizd, Janwari, dan Jubaedah (2025), zakat
berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin, memastikan bahwa
sumber daya disirkulasikan dalam perekonomian, alih-alih ditimbun. Mekanisme redistribusi ini
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tidak hanya mengurangi ketimpangan kekayaan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas
ekonomi dengan meningkatkan daya beli kelompok berpenghasilan rendah.

Wakaf, atau wakaf Islam, merupakan instrumen penting lainnya untuk redistribusi
kekayaan dalam ekonomi Islam. Wakaf melibatkan pendedikasian sebagian kekayaan seseorang
untuk tujuan amal, seperti mendanai lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, atau
infrastruktur publik. Tidak seperti zakat yang bersifat wajib, wakaf adalah tindakan sukarela
yang bertujuan menciptakan manfaat sosial jangka panjang. Choudhury (2020) menyoroti
aspek keberlanjutan wakaf, dengan mencatat bahwa wakaf ini seringkali menghasilkan aliran
pendapatan berulang yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai proyek komunitas dari
waktu ke waktu.

Konsep wakaf sangat selaras dengan prinsip Islam tentang gotong royong dan
kesejahteraan kolektif. Dengan berwakaf, individu berkontribusi pada perbaikan masyarakat
sekaligus mendapatkan pahala spiritual. Mobin dan Ahmad (2017) berpendapat bahwa wakaf
berpotensi mentransformasi masyarakat dengan mengatasi permasalahan sistemik seperti
kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan. Keberhasilan inisiatif berbasis wakaf di
negara-negara seperti Malaysia dan Turki menunjukkan skalabilitas dan efektivitasnya sebagai
mekanisme redistribusi kekayaan.

Sedekah, atau amal sukarela, melengkapi zakat dan wakaf dengan mendorong individu
untuk bersedekah dengan sukarela demi Allah dan kebaikan masyarakat. Meskipun sedekah
tidak wajib, sedekah memiliki peran penting dalam ajaran Islam sebagai sarana pemurnian
harta dan menumbuhkan empati antar individu. Sebagaimana dicatat oleh Taner (2025),
sedekah dapat berupa berbagai bentuk, termasuk sumbangan uang, distribusi makanan, atau
tindakan kebaikan. Fleksibilitas ini membuatnya dapat diakses oleh semua orang dari semua
latar belakang sosial ekonomi, sehingga menumbuhkan budaya kedermawanan dan solidaritas.

Salah satu manfaat utama sedekah adalah kemampuannya untuk memenuhi
kebutuhan mendesak di masa krisis. Zulhilmi (2024) menyoroti peran sedekah dalam upaya
tanggap bencana, di mana kontribusi tepat waktu dari individu dan organisasi telah membantu
mengurangi dampak bencana alam. Dengan mengintegrasikan sedekah ke dalam kebijakan
ekonomi yang lebih luas, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk
merespons keadaan darurat dan mendukung masyarakat rentan.

Inisiatif berbasis wakaf telah berhasil mengatasi permasalahan sistemik seperti
infrastruktur yang tidak memadai dan terbatasnya akses terhadap layanan publik. Furgani,
Adnan, dan Mulyany (2020) membahas contoh lembaga pendidikan yang didanai wakaf di
Malaysia, yang telah menyediakan pendidikan berkualitas bagi ribuan siswa dari keluarga
berpenghasilan rendah. Demikian pula, kontribusi wakaf telah digunakan untuk membangun
rumah sakit dan klinik di daerah-daerah yang kurang terlayani, sehingga meningkatkan
aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terpinggirkan. Inisiatif-inisiatif ini
menunjukkan skalabilitas wakaf sebagai alat untuk kesejahteraan sosial.

Sedekah telah terbukti menjadi mekanisme yang efektif untuk memenuhi kebutuhan
mendesak selama krisis. Hassan dan Choudhury (2019) mengutip contoh dari Pakistan, di mana
sumbangan sukarela telah dimobilisasi untuk membantu korban banjir dan pengungsi internal.
Kontribusi ini telah membantu menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis
bagi penduduk terdampak, menunjukkan potensi sedekah dalam upaya bantuan bencana.
Dengan mendorong amal sukarela, ekonomi Islam menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif
dan empati di antara individu.

Meskipun efektivitas zakat, wakaf, dan sedekah dalam mengurangi ketimpangan
kekayaan telah terdokumentasi dengan baik, para kritikus sering mempertanyakan skalabilitas
dan penerapannya dalam ekonomi modern. Avdukic (2016) berpendapat bahwa
mekanisme-mekanisme ini mungkin menghadapi tantangan dalam hal implementasi, terutama
di negara-negara dengan struktur tata kelola yang lemah atau pemahaman yang terbatas
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tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, muncul kekhawatiran tentang transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf.

3.5. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui Keuangan Islam

Prinsip utama keuangan Islam adalah konsep bagi hasil, yang menjadi dasar akad
mudharabah dan musyarakah . Dalam akad mudharabah , satu pihak menyediakan modal
sementara pihak lain menyumbangkan keahlian dan tenaga kerja untuk suatu usaha.
Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sementara
kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemberi modal, kecuali jika terbukti terdapat kelalaian
atau kesalahan dari pihak pengelola (Tuli & Dua, 2025). Model ini mencerminkan prinsip
keadilan ('adl ) Islam dengan memastikan bahwa risiko dan imbalan didistribusikan secara
merata di antara para pihak, sehingga menghindari eksploitasi.

Di sisi lain, perjanjian musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih yang menyatukan
sumber daya mereka, modal, keterampilan, atau tenaga kerja—untuk usaha bisnis bersama.
Dalam hal ini, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi
masing-masing pihak terhadap kemitraan. Akuntabilitas bersama ini menumbuhkan rasa
tanggung jawab dan kerja sama bersama, yang sejalan dengan tujuan etika ekonomi mikro
Islam yang lebih luas (Khalidin, 2024). Dengan mendorong pembagian risiko kolektif dan
partisipasi dalam proses bisnis, musyarakah mengurangi kemungkinan ketidakseimbangan
keuangan yang sering muncul dalam sistem berbasis utang.

Signifikansi model-model ini tidak hanya terletak pada landasan etikanya, tetapi juga pada
penerapan praktisnya. Dengan mendorong kemitraan dan mencegah akumulasi utang,
mudharabah dan musyarakah menciptakan kerangka kerja bagi pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan. Model-model ini memprioritaskan kegiatan ekonomi riil daripada usaha
spekulatif, memastikan bahwa transaksi keuangan terkait erat dengan aset produktif (Zulhilmi,
2024). Pendekatan ini secara inheren meminimalkan risiko yang terkait dengan gelembung
ekonomi dan krisis keuangan.

Sebaliknya, keuangan Islam mengamanatkan pembagian risiko dan imbalan secara adil di
antara semua pihak yang terlibat. Dalam akad mudharabah , misalnya, penyedia modal
menanggung risiko keuangan, sementara mitra pengelola menanggung risiko operasional.
Struktur ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan pribadi dalam
keberhasilan usaha, sehingga menumbuhkan semangat kolaborasi dan akuntabilitas bersama
(Pratiwi, 2016). Demikian pula, akad musyarakah mewajibkan semua mitra untuk berbagi risiko
dan imbalan bisnis, sehingga menciptakan hubungan ekonomi yang seimbang dan adil.

Penghindaran utang merupakan aspek penting lain dari prinsip-prinsip pembagian risiko
dalam keuangan Islam. Pembiayaan berbasis bunga tradisional seringkali menyebabkan
akumulasi utang yang berlebihan, yang dapat berdampak buruk bagi individu maupun
perekonomian. Dengan melarang riba (bunga) dan mempromosikan pembiayaan berbasis
ekuitas, keuangan Islam menawarkan alternatif yang layak untuk mengurangi kemungkinan
ketidakstabilan keuangan. Pendekatan ini khususnya relevan dalam konteks tantangan ekonomi
global, di mana tingkat utang yang tidak berkelanjutan telah menjadi perhatian yang signifikan
(Furgani, Adnan, & Mulyany, 2020).

Lebih lanjut, penekanan pada pembiayaan berbasis ekuitas sejalan dengan ajaran Islam
yang mencegah eksploitasi dan mengadvokasi keadilan sosial. Dengan memastikan transaksi
keuangan yang adil dan transparan, keuangan Islam berkontribusi pada terciptanya sistem
ekonomi yang lebih adil. Dimensi etika ini merupakan karakteristik yang menentukan dari
keuangan Islam, yang membedakannya dari model konvensional vyang seringkali
mengutamakan maksimalisasi keuntungan daripada kesejahteraan sosial (Choudhury, 2020).

Salah satu keunggulan utama model pembagian risiko seperti mudharabah dan
musyarakah adalah kemampuannya untuk mendorong inklusi keuangan. Dengan menyediakan
akses modal tanpa beban pembayaran bunga, model-model ini memberdayakan individu dan
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bisnis untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, terlepas dari status keuangan mereka.
Inklusivitas ini tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan
ketahanan ekonomi secara keseluruhan (Hafizd, Janwari, & Jubaedah, 2025).

Selain itu, sifat kolaboratif dari pengaturan pembagian risiko menumbuhkan rasa
percaya dan solidaritas di antara para pelaku ekonomi. Kepercayaan ini semakin diperkuat oleh
prinsip-prinsip etika yang mendasari keuangan Islam, seperti transparansi dan akuntabilitas.
Dengan mendorong perilaku etis dan mencegah praktik eksploitatif, keuangan Islam
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Abbas &
Aravossis, 2024).

Ketahanan sistem keuangan Islam khususnya terlihat jelas di masa krisis. Selama krisis
keuangan global tahun 2008, bank-bank Islam menunjukkan stabilitas yang lebih baik
dibandingkan dengan bank-bank konvensional, terutama karena kepatuhan mereka terhadap
prinsip-prinsip pembagian risiko dan menghindari aktivitas spekulatif (Avdukic, 2016).
Ketahanan ini menggarisbawahi potensi keuangan Islam untuk menjadi model dalam
membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Meskipun memiliki banyak keuntungan, penerapan prinsip-prinsip pembagian risiko
dalam keuangan Islam bukannya tanpa tantangan. Salah satu kritik yang paling umum adalah
kompleksitas kontrak mudharabah dan musyarakah yang dianggap rumit , yang dapat
menghalangi calon investor dan bisnis untuk mengadopsi model-model ini. Selain itu,
kurangnya standarisasi dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam di berbagai yurisdiksi
dapat menciptakan inkonsistensi dan menghambat pertumbuhan industri (Chapra, 2016).

Tantangan lainnya adalah skalabilitas model pembagian risiko dalam perekonomian
modern. Para kritikus berpendapat bahwa ketergantungan pada pembiayaan berbasis ekuitas
dapat membatasi ketersediaan modal untuk proyek-proyek berskala besar, terutama di
sektor-sektor seperti infrastruktur dan teknologi. Namun, para pendukung keuangan Islam
berpendapat bahwa tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui solusi inovatif dan
pengembangan kerangka regulasi yang mendukung (Tuli & Dua, 2025).

Lebih lanjut, diperlukan peningkatan kesadaran dan edukasi tentang prinsip-prinsip
keuangan Islam, baik di kalangan konsumen maupun lembaga keuangan. Dengan meningkatkan
pemahaman dan mempromosikan manfaat model pembagian risiko, industri ini dapat
mengatasi berbagai hambatan adopsi dan mencapai penerimaan yang lebih luas (Khalidin,
2024).

Dengan memanfaatkan wawasan dan pembelajaran keuangan Islam, kita dapat
bergerak menuju sistem keuangan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi
juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kini
saatnya kita menyadari potensi transformatif keuangan Islam dan merangkul prinsip-prinsipnya
sebagai landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

3.6. Penghindaran Spekulasi dan Praktik Tidak Etis

Model ekonomi mikro Islam menggabungkan prinsip-prinsip yang mengutamakan
praktik ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Landasan prinsip-prinsip ini adalah larangan
spekulasi, yang dikenal sebagai gharar, dan investasi di area haram (tidak etis). Larangan ini
berfungsi sebagai perlindungan terhadap aktivitas ekonomi yang eksploitatif dan merugikan,
memastikan bahwa transaksi keuangan selaras dengan standar moral dan etika. Bagian ini
membahas lebih dalam konsep gharar, batasan investasi haram, implikasinya dalam
mendorong aktivitas ekonomi yang transparan, dan menjawab kritik terkait penerapannya di
pasar keuangan modern.

Konsep gharar mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan dalam
transaksi keuangan. Konsep ini berakar pada prinsip Islam bahwa semua kegiatan ekonomi
harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan atas dasar kesepakatan bersama. Gharar
melarang transaksi yang hasilnya tidak pasti atau tidak diketahui, karena kondisi tersebut dapat
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menyebabkan eksploitasi, pengayaan yang tidak adil, dan ketidakstabilan keuangan. Menurut
Tuli dan Dua (2025), larangan gharar merupakan ciri penting ekonomi Islam yang bertujuan
untuk menjaga keadilan dan mencegah perilaku spekulatif yang dapat merugikan individu atau
perekonomian secara keseluruhan.

Misalnya, transaksi yang melibatkan kontrak derivatif, perdagangan spekulatif di pasar
keuangan, dan perjudian dianggap gharar karena mengandung tingkat ketidakpastian yang
tinggi. Praktik-praktik ini seringkali mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada
stabilitas jangka panjang, yang menyebabkan gelembung keuangan dan krisis ekonomi. Dengan
menghilangkan gharar, ekonomi Islam mendorong sistem keuangan di mana risiko dibagi secara
adil, dan transaksi didasarkan pada aset berwujud atau aktivitas produktif. Hafizd dkk. (2025)
menekankan bahwa larangan gharar mendorong perilaku keuangan yang bertanggung jawab,
sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan tangguh.

Selain melarang gharar, ekonomi Islam secara tegas melarang investasi di area haram
aktivitas atau industri yang dianggap tidak etis atau berbahaya menurut prinsip-prinsip Islam.
Ini termasuk industri seperti produksi alkohol, perjudian, dan bisnis yang terlibat dalam praktik
eksploitatif. Choudhury (2020) menguraikan landasan moral dan etika ekonomi Islam,
menyoroti bagaimana pembatasan ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi berkontribusi
positif bagi masyarakat dan tidak mengorbankan nilai-nilai etika demi keuntungan.

Larangan investasi haram sejalan dengan prinsip Islam yang lebih luas, vyaitu
mempromosikan kesejahteraan dan keadilan sosial (‘adl). Dengan mengalihkan sumber daya
keuangan dari industri yang tidak etis, ekonomi Islam mengarahkan investasi ke sektor-sektor
yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Mobin dan Ahmad (2017) menggambarkan bagaimana lembaga keuangan mikro Islam telah
berhasil menyalurkan dana ke dalam proyek-proyek yang bertanggung jawab secara sosial,
menciptakan efek berantai berupa hasil ekonomi dan sosial yang positif.

Penghindaran investasi gharar dan haram berkontribusi signifikan terhadap terciptanya
transparansi dan praktik ekonomi yang etis. Transparansi merupakan persyaratan fundamental
dalam ekonomi Islam, yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi
memiliki informasi yang lengkap dan memahami syarat dan ketentuan. Hal ini mengurangi
kemungkinan penipuan, misrepresentasi, dan eksploitasi. Menurut Taner (2025), transparansi
dalam transaksi ekonomi membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan
meningkatkan efisiensi sistem keuangan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, praktik ekonomi etis yang berakar pada prinsip-prinsip Islam mendorong
keberlanjutan jangka panjang. Zulhilmi (2024) berpendapat bahwa dengan menghindari praktik
spekulatif dan tidak etis, ekonomi Islam menciptakan fondasi yang stabil bagi pertumbuhan
ekonomi. Misalnya, keuangan Islam menekankan pembiayaan yang didukung aset, di mana
pinjaman dikaitkan dengan aset berwujud atau kegiatan produktif. Pendekatan ini
meminimalkan risiko yang terkait dengan utang berlebih dan investasi spekulatif, sehingga
berkontribusi pada sistem keuangan yang lebih tangguh.

Meskipun menghindari spekulasi dan praktik tidak etis memberikan manfaat, para
kritikus sering berpendapat bahwa pembatasan ini dapat membatasi adaptasi dan daya saing
ekonomi Islam di pasar keuangan modern. Salah satu kritik yang umum adalah bahwa larangan
investasi gharar dan haram dapat membatasi inovasi keuangan, karena banyak instrumen
keuangan konvensional bergantung pada aktivitas spekulatif. Pratiwi (2016) mengakui
kekhawatiran ini tetapi membantah bahwa ekonomi Islam menawarkan model alternatif yang
menyeimbangkan inovasi dengan pertimbangan etika.

Sebagai contoh, keuangan Islam memperkenalkan mekanisme bagi hasil seperti
mudharabah (kemitraan) dan musyarakah (usaha patungan) sebagai alternatif instrumen
spekulatif konvensional. Model-model ini mendorong distribusi risiko yang adil dan mendorong
kolaborasi antar pemangku kepentingan. Furgani dkk. (2020) menyoroti bahwa
mekanisme-mekanisme ini telah berhasil diimplementasikan di berbagai lembaga keuangan
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Islam, yang menunjukkan kemampuan adaptasi dan efektivitasnya dalam konteks ekonomi
modern.

Kritik lainnya adalah skalabilitas prinsip-prinsip ekonomi Islam di pasar global yang
didominasi oleh sistem konvensional. Hassan dan Choudhury (2019) berpendapat bahwa
meskipun terdapat tantangan, integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem keuangan global
dapat dilakukan dengan kerangka regulasi dan dukungan kelembagaan yang tepat. Sebagai
contoh, keuangan Islam telah mendapatkan daya tarik di negara-negara seperti Malaysia dan
Uni Emirat Arab, di mana lingkungan regulasi yang kuat telah memungkinkan pertumbuhan
lembaga keuangan Islam.

Penghindaran spekulasi dan praktik tidak etis merupakan landasan model ekonomi
mikro Islam, yang memastikan bahwa transaksi keuangan mematuhi standar etika dan moral.
Dengan melarang investasi gharar dan haram, ekonomi Islam mendorong transparansi,
mendorong kesejahteraan sosial, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Meskipun terdapat kritik mengenai adaptasi pembatasan ini di pasar keuangan modern, bukti
dari implementasi yang berhasil menunjukkan kelayakan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam
mengatasi tantangan ekonomi global. Sebagaimana ditegaskan Avdukic (2016), ekonomi Islam
menyediakan kerangka kerja unik yang menggabungkan pertimbangan etika dengan solusi
praktis, menawarkan alternatif yang berkelanjutan dan adil bagi sistem konvensional.

4. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa model ekonomi mikro Islam menyediakan kerangka
alternatif yang kuat dan berkelanjutan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi
kontemporer, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, praktik finansial
eksploitatif, serta ketidakstabilan sistem berbasis utang. Prinsip-prinsip inti seperti keadilan
(‘adl), kerjasama timbal balik, larangan riba, penghindaran gharar, dan mekanisme redistribusi
kekayaan terbukti berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif dan
resilien.

Temuan menunjukkan bahwa model bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah
mampu menciptakan distribusi risiko yang seimbang, sekaligus mendorong akuntabilitas dan
kolaborasi antar pemangku kepentingan. Di sisi lain, instrumen redistribusi kekayaan, terutama
zakat dan wakaf, menjadi pilar penting dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan
kesejahteraan kelompok rentan. Bukti empiris dari berbagai negara memperlihatkan bahwa
pengelolaan instrumen-instrumen ini secara efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan
dan mempererat kohesi sosial.

Selain itu, penekanan keuangan Islam pada aset riil dan larangan aktivitas spekulatif
menghasilkan stabilitas ekonomi jangka panjang. Pengalaman sektor keuangan Islam selama
krisis global 2008 menunjukkan bahwa pendekatan berbasis ekuitas dan kehati-hatian syariah
memberikan ketahanan yang lebih baik dibandingkan model konvensional.

Meskipun demikian, integrasi yang lebih luas terhadap model ekonomi mikro Islam
masih menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan standarisasi regulasi, peningkatan literasi
keuangan syariah, serta modernisasi mekanisme implementasi agar kompatibel dengan
dinamika ekonomi global. Upaya penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pengembangan
instrumen keuangan yang lebih inovatif, evaluasi empiris lintas negara, serta analisis efektivitas
model ini dalam berbagai konteks sosial dan institusional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi mikro Islam tidak
hanya menawarkan kerangka normatif, tetapi juga menyediakan solusi praktis bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan komitmen kebijakan yang tepat, model ini
berpotensi menjadi fondasi bagi ekosistem ekonomi global yang lebih adil, stabil, dan
berorientasi pada kesejahteraan kolektif.
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